[image: image1.png]



PRINSIP INSIGNIFIKANSI (INSIGNIFICANCE PRINCIPLE) DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum
Oleh : 
DYAH KUSUMANINGTYAS SETIYOWATI

11010110400045
PEMBIMBING :
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2011
i

HALAMAN PENGESAHAN

PRINSIP INSIGNIFIKANSI (INSIGNIFICANCE PRINCIPLE) DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Disusun Oleh :
DYAH KUSUMANINGTYAS SETIYOWATI
NIM :  11010110400045
Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal   September 2012
Tesis Ini Telah Diterima 

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing 
Mengetahui

Magister Ilmu Hukum 
Ketua Program
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. 

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,M.S.     
NIP. 194301231970101001 
NIP. 194907211976031001

ii
HALAMAN MOTTO

Jika semangat TIADA HENTI ... kemudahan itu akan sering datang MENGHAMPIRI

iii
HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada :

Allah SWT, Maha Besar diri-Mu Ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada penulis dan keluarga, terima kasih Gusti...tanpa kuasa-Mu semua ini tidak mungkin bisa saya dapatkan. 
Bapak dan mamahku tercinta dalam setiap sujudnya yang selalu mendoakan penulis dari lahir dan untuk selamanya, terima kasih atas semuanya, mohon maaf kalau penulis belum bisa dan tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan bapak dan mamah.
Bapak dan ibu mertua yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
Guru-guruku dari SD hingga S2, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga penulis dapat menerapkannya dalam dunia kerja.
Pimpinan-pimpinan saya di institusi Kejaksaan Republik Indonesia, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
PT. Pertamina Training & Consulting (PTC) yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis bisa melanjutkan kuliah ke strata 2.
Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas pengertian, semangat dan doanya.
Sahabat-sahabatku (teman seperjuangan) antara lain Sitta Saraya, S.H., MH, Akbar Sulistiyo, S.H., terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama kita berteman, semoga sukses ya teman-teman...

iv

Yang paling utama saya persembahkan tesis ini untuk keluarga kecil saya, keluarga Januar Hapriansyah, terima kasih untuk suamiku, Januar Hapriansyah, S.H., MH dan jagoan kecilku, Narendra Adinata Hapriansyah, atas pengertian, semangat dan doanya, kalianlah sumber semangatku di dunia ini.
iv

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Ya Allah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, akhirnya penulis dapat menyelesaikan  tesis  ini.  Tiada  kata  selain  ucapan  rasa  syukur  yang sebesar-besarnya  karena  tanpa  kehendak-Nya  segala  sesuatu  tidak akan  pernah  terjadi.  Tidak  lupa  penulis  juga  memberikan  shalawat untuk   Nabi   Muhammad   SAW   atas   keluhuran   budi   dan   akalnya, semoga limpahan rahmat Allah S.W.T. senantiasa mengalir untuk beliau dan keluarganya.

Tesis yang berjudul “PRINSIP INSIGNIFIKANSI (INSIGNIFICANCE PRINCIPLE) DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA”  bertujuan  untuk menganalisis kebijakan formulasi asas sifat melawan hukum materiel dalam  hukum  pidana  positif  saat  ini  dan  bagaimana  penerapannya dalam praktik hukum pidana Indonesia, serta menganalisis kebijakan formulasi asas tersebut di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak selesai dengan usaha penulis  sendiri  melainkan  banyak  pihak  yang  terutama  memberikan dukungan  moril,  semangat  dan  do’a  sehingga  atas  kehendak-Nya tesis  ini  selesai.  Penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih  sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sudharto  P.  Hadi, MES., Ph.D,  selaku  Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak  Prof.  Dr.  Yos  Johan  Utama,  SH.,  M.Hum.  selaku  Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

v

4. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,M.S., selaku  Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan  selaku  penguji  yang  telah  memberikan  ilmu pengetahuan bagi penulis. 
5. Prof. Dr. Barda  Nawawi  Arief, S.H.,  selaku  Dosen  Pembimbing penulis  yang  selama  ini  dengan  penuh  kesabaran  membimbing dan  memberikan pengarahan
sehingga
tesis
ini
dapat diselesaikan. Semoga berkah Allah S.W.T selalu bersama beliau dan keluarga.
6. Prof.  Dr.  Nyoman Serikat  Putra  Jaya,  SH.,  MH.  selaku  Dosen Penguji  dan  sebagai  Guru  Besar  yang  rendah  hati,  yang  telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
7. Dr. Eko Soponyono, S.H., M. Hum selaku dosen yang telah ilmu pengetahuan serta masukan kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini menjadi lebih baik.
8. Dr. Pujiyono S.H., M.Hum, selaku penguji, yang telah memberikan masukan bagi penulis serta memberikan banyak nasehat tentang penulisan tesis ini.

9. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu   Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan sabar mengajari penulis sehingga penulis mendapat
ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir nantinya tetapi juga untuk hidup penulis di masa depan.

10. Ibu Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum. selaku Sekretaris I Bidang Akademik   dan bapak Solechan,   SH.,   MH, selaku Sekretaris II Bidang Administrasi dan Keuangan,
serta seluruh staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

vi
11. Penghargaan yang setinggi-tingginya kedua orangtuaku tercinta, bapak Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H., M. Kn dan mamah Ida Sri Purwaningsih serta bapak dan ibu mertua, bapak Idham M. Noor dan ibu Ristinalela,  tiada kata yang dapat terucap selain ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya,  karena  berkat  doa dan
dukungan beliau berdua,
penulis dapat meneruskan pendidikan sampai jenjang S-2.

12. Untuk keluarga kecilku, keluarga Januar Hapriansyah.
13. Sahabat-sahabat  terbaikku,  Sitta Saraya, S.H., MH, Akbar Sulistiyo, S.H.,,  terima  kasih  atas  segala  bantuan dan semangat yang telah diberikan.
14. Rekan-rekan MIH UNDIP angkatan 2010/2011 dan angkatan 2011/2012 yang  selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. 
15. PT. Pertamina Training & Consulting (PTC) yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis bisa melanjutkan kuliah ke strata 2.
16. Semua pihak  yang  telah  membantu  terselesaikannya  penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya sebagai sebuah karya manusia, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya   kritik   dan   masukan  dengan terbuka  dinantikan dalam rangka perbaikan penulisan tesis ini. Semoga semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

  Semarang,      September 2012

Dyah Kusumaningtyas Setiyowati

        NIM. 11010110400045

vii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
    Dengan ini saya, Dyah Kusumaningtyas Setiyowati, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis  ini  adalah  hasil  karya  saya  sendiri  dan  Karya  Ilmiah  ini  belum pernah  diajukan  sebagai  pemenuhan  persyaratan  untuk  memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

    Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari  penulisan  lain  baik  yang  dipublikasikan  atau  tidak,  telah  diberikan pernghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua  isi  dari  Karya  Ilmiah/  Tesis  ini  sepenuhnya  menjadi  tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang,    September 2012
                Penulis

Dyah Kusumaningtyas Setiyowati







         NIM. 11010110400045
ix
ABSTRAK
    Prinsip insignifikansi (insignificance principle)/asas sifat melawan hukum yang materiil/negatif/asas “tiada delik tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)”/tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/no punishment/liability without unlawfullness (AVAW/Afwezigheids Van Alle (materiele) Wederrchtelijkheid), memang tidak dikenal sebagai asas dalam Buku I K.U.H.P. (tentang Ketentuan Umum), oleh karena tidak dicantumkan sebagai asas dalam Buku I K.U.H.P., maka dalam prakteknya asas ini sering dilupakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

    Permasalahan tesis ini adalah Bagaimana prinsip insignifikansi (insignificance principle) dalam perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini? Bagaimana penerapan prinsip insignifikansi (insignificance principle) dalam praktek penegakan hukum pidana? Bagaimana prinsip insignifikansi (insignificance principle) dalam perundang-undangan pidana yang akan datang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan formulasi asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana positif saat ini, untuk mengetahui penerapan asas sifat melawan hukum materiel dalam praktik hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui kebijakan formulasi asas sifat  melawan  hukum  materiel  dalam  hukum  pidana  di  masa  yang  akan datang.

    Metode  penelitian  yang  digunanakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  dengan   pendekatan   yuridis   normatif   yang   bertumpu   pada sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  dengan  metode  pengumpulan  data melalui studi kepustakaan
dan
dokumen. Kemudian data tersebut dianalisis secara normatif kualitatif dengan sifat deskriptif analistis.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penegakan hukum  di  Indonesia hanya menganut asas melawan hukum yang formal/positif, seharusnya bukan hanya juga asas asas melawan hukum yang formal/positif saja yang ditegakkan akan tetapi juga asas melawan hukum secara materiel (asas melawan hukum yang negatif), artinya hukum yang hidup/hukum tidak tertulis dalam masyarakat juga harus diperhatikan sebagai sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan atau dengan kata lain sebagai alasan yang dapat menegatifkan/menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana.  Untuk di masa yang akan datang, asas sifat melawan hukum materiel harus dirumuskan secara eksplisit dalam aturan umum  agar  sesuai  dengan  ide  dasar  penyusunan  KUHP  Nasional  dan sesuai dengan Sistem Hukum Nasional. Saran yang diajukan adalah bagi para  penegak  hukum  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerjanya serta mengedepankan hati nurani ,  dan  bagi legislator  diharapkan  merumuskan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat fleksibel dan segera membahas dan mengesahkan Konsep KUHP sebagai  KUHP  Nasional  dikarenakan KUHP yang saat  ini  berlaku dinilai sudah  tidak  sesuai/  relevan  lagi  dengan  perkembangan  dan  dinamika masyarakat.

Kata kunci : Prinsip Insignifikasi, kebijakan penegakan hukum pidana
                                                             x

ABSTRACT
The Principle of insignificance/no liability without unlawfullness (AVAW / Afwezigheids Van Alle (materiele) Wederrchtelijkheid), is not known as a principle in Book I of the Criminal Code (General Provisions), so in practice this principle is often overlooked by law enforcement officers in this police, prosecutors and courts.
    The problem of this thesis is about how is the policy of insignificance principle in the criminal legislation in force at the moment? How the application of the insignificance principle in the practice of criminal law enforcement? How insignificance principle in criminal legislation that is coming? The purpose of this study to determine the nature of policy formulation unlawful material principle in criminal law is now positive, to determine the application of the principle of material nature against the law in the Indonesian criminal law practice, and to know the nature of policy formulation unlawful material principle in criminal law in the foreseeable come.
    The research method that is used in this research is the normative juridical approach that relies on secondary data sources in the form of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials, the method of data collection through the study of literature and documents. Then the data was analyzed qualitatively normative analytical descriptive nature.
    The results showed that the practice of law enforcement in Indonesia is only against the law holds the principle of formal/positive, should not it just as well against the fundamental principles of formal law / positive are enforced but also against the law in the material principle (principle of the law against the negative), legal meaning of life / unwritten laws of society should also be considered as a basic source of law or in other words as an excuse to negate / eliminate the unlawful nature of a criminal act. For in the days to come, the principle of the nature of the material unlawfulness must be formulated explicitly in the common rules to conform to the basic idea of ​​the preparation of the National Penal Code and in accordance with the National Legal System. Suggestions put forward is for law enforcement to improve performance and promote conscience, and the legislators are expected to formulate legislation that is flexible and quickly discuss and ratify the concept of the Penal Code as the National Criminal Code because the Criminal Code currently in force is considered to be not appropriate / longer relevant to the development and dynamics of the community.

Keywords: The principle of insignificance, criminal law enforcement policy
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